
 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR  26  TAHUN  2012 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah 
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2013;   

  b. 

 

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf 

a, dilakukan agar Peraturan Daerah dimaksud tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan lain yang lebih tinggi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun Anggaran 2013 ; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

  3. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 



  4. 

 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  11. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 



  13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712) ; 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik   
Indonesia Nomor 4502); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

 



  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4093); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  5161); 

  29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

  30. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2006 Nomor 10); 



  32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 

01); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2011 Nomor 06 );  

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

dan 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan                                               Rp. 1.119.615.028.000.00 
2. Belanja     Rp. 1.127.381.976.000,00 
    Defisit                                                                            Rp.   (7.766.948.000,00) 
3. Pembiayaan  Daerah :   

    a. Penerimaan    Rp. 16.145.670.000,00  

    b. Pengeluaran   Rp.   8.378.722.000,00  

   Pembiayaan Netto                Rp.    7.766.948.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan    Rp.           0,00 

Pasal  2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah                        Rp.     101.375.796.000,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah                                Rp.     830.725.884.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
sejumlah  

Rp.     187.513.348.000,00 



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah                        Rp.       16.757.000.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah                                Rp.       28.192.269.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan sejumlah  

Rp.         9.282.563.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sejumlah  

Rp.        47.143.964.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan 
Pajak sejumlah  

 Rp.         44.889.804.000,00 

b. Dana Alokasi Umum  sejumlah   Rp.       719.185.020.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  sejumlah  Rp.          66.641.060.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp.           6.323.486.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah 

Rp.         34.997.548.000,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
sejumlah 

Rp.                      - 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 

Rp.         25.513.316.000,00 

e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan Rp.        120.678.998.000,00 

Pasal  3 

(1)    Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp.       721.067.900.000,00 

b. Belanja Langsung sejumlah  Rp.       406.314.076.000,00 

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp.        642.670.593.000,00 

b. Belanja Bunga sejumlah  Rp.                 24.688.000,00 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.               400.000.000,00 

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.          13.401.331.000,00 

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah  Rp.            8.970.250.000.00 

    e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / 
Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 
sejumlah  

Rp.                 17.500.000,00 

    f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 
/ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan 
Desa sejumlah  

Rp.          53.583.538.000,00 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah  Rp.            2.000.000.000,00 



(3)   Belanja  Langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.          30.587.163.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.        249.816.520.000,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp.        125.910.393.000,00 

 

Pasal  4 

(1) Pembiayaan  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp.          16.145.670.000,00 

b. Pengeluaran sejumlah  Rp.            8.378.722.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis  
pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah 

Rp           16.145.670.000.00 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp                                  0.00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sejumlah 

Rp.                                 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.                                 0,00 

    e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
sejumlah 

Rp.                                 0,00 

    f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.                                 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.                                 0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah sejumlah 

Rp.            8.315.000.000,00 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.                 63.722.000,00 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.                                 0,00 

Pasal   5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi ; 
 

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

 



4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 

 
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 
 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset tetap daerah; 
 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset lain-lain; 
 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan 

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 

13.   Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal   6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi 
kriteria sebagai berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah 
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. 

(4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja   tidak 

terduga. 

(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan 

cara : 



a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ 

atau  
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.  

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak. 

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) mencakup : 

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

(8) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) 
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 

(9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk 
kebutuhan tanggap darurat bencana. 

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak 
terduga. 

(11) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencan a sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan 

korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, 
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan 
dan penampungan serta tempat hunian sementara.      

Pasal   7 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal   8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

Ditetapkan di  Purbalingga 

pada tanggal 22 Desember 2012 

BUPATI PURBALINGGA 

   
  ttd 

HERU SUDJATMOKO 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 26 Desember 2012 

     
       Plt. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN PURBALINGGA 
 
            Asisten Administrasi 

                    cap ttd 

           IMAM SUBIJAKTO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 26 

 


